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MOTTO

“ANDA ADALAH APA YANG ANDA PIKIRKAN MENGENALI DIRI
ANDA, CARA ANDA BERPIKIR MENENTUKAN BAGAIMANA
ANDA BERTINDAK”

David J. Schwartz, 1996, Berpikir dan Berjiwa Besar, Bina rupa Aksara, Jakarta,
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RINGKASAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur
dimana yang dituju oleh Negara Indonesia adalah penanaman modal, penambahan
pengetahuan peningkatan ketrampilan, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan
berorganisasi dan manajemen. Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang
cukup besar namun dalam kenyataannya negara-negara berkembang dalam hal
ketersediaan modal mengalami berbagai kesulitan seperti tingkat tabungan masyarakat
yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien. serta tingkat
teknologi yang belum modern.

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijaksanaan berupa peraturan  seperti
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Penyclenggaraun Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negerni
Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, dan Keputusan Menteri Nepara Ekonomi,
Keuangan, dan Industri Nomor 21/MENKUIN/4/1970.

Permasalahan yang diambil oleh penulis adalah tentang implementasi Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penvelenggaraan
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem
Pelayanan Satu Atap, kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dan faktor-
faktor penghambat di dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman
modal dalam negeri serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umumnya yaitu guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk
mengetahul implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahuu
2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam
negen A indonesia, uniuk mengkaji dan menganalisa kewenangan yang diberikan
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan faktor-faktor penghambat di dalam
penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta
upaya-upaya untuk mengatasinya.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan
yvuridis normatif (pendekatan undang-undang/statute approach) yaitu peneliti melakukan
iclaal {ciadap seuiua undaug-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang diangkat. Bahan hukum vang digunakan adalah bahan hukum primer dan
Dahan  hukum  sekunder, Bahan  hukum pruner  yaug berkatian  dengan  pokok
permasalahan vaitu Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negen Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap,

Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004
tentang penyelengparaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri
di indonesia hingga sampai saal ini masih relevan digunakan oleh calon investor atau
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nvestor asing maupun mvestor dalam negeri namun dalam prakteknya ada beberapa
kelemahan yang terdapat pada butir b dan ¢ pasal 2 Keppres Nomor 29 tahun 2004 vaitu
sebagai badan promosi investasi sckaligus sebagai badan pelayanan persetujuan,
penzinan, dan fasilitas penanaman modal,

Kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka
penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yaitu pada dasarnya
menilai dan meneliti setiap permohonan izin penanaman modal. Faktor-faktor
penghambat di dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal
dalam negeti yaitu antara lain, risiko menanam modal, rentang birokrasi, transparansi
dan kepastian hukum, alih teknologi, rendahnya jaminan dan perlindungan investasi,
keberadaan infrastruktur yang kurang memadai, insentif perpajakan, masalah
keternagakerjaan yang kompleks, adanya ketidakpastian dalam mterpretasi  dan
implementasi otonomi daerah, tingkat korupsi yang sangat tinggi, tidak berfungsinya
sistem hukum, stabilitas politik dan keamanan vyang telatif remtan, rendahnva
kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan dunia usaha, lemahnya koordinasi
kelembagaan, dan hak-hak atas tanah yang kurang mengakomodasi kepentingan
investor.

Upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu antara lain peningkatan sumber daya
alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, pemanfaatan letak geografis vang
strategis, jumlah tenaga kerja yang relatif besar, sistem devisa vang terbuka, dan
mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat
adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila, dan
pembangunan nasional yang mencakup pembangunan ekonomi seutuhnya.
dimana dalam pembangunan ekonomi ini, yang dituju oleh negara Indonesia
adalah penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan
peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal dalam Jumiah yang cukup
besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh
pemerintah dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab
pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang
cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai
kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; tingkat tabungan
masyarakal yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien,
ketrampilan/skill yang belum memadai. serta tingkat teknologi vang belum
modern. Kendala-kendala ini umumnya oleh negara-negara berkembang atau
sedang berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai cara dan alternatif
diantaranya melalui bantuan dan kerjasama dengan luar negeri yang dibutuhkan
untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat dibutuhkan untuk melengkapi
modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.

Di dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menjadi
arah kebijaksanaan penanaman modal ditetapkan bahwa penanaman modal
dimungkinkan pelaksanaannya di Indonesia dengan memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu. Di samping ity penanaman modal asing diarahkan untuk
memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya
tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, PROPENAS secara tegas menyebutkan bahwa kebijaksanaan
dan pengelolaan penanaman khususnya penanaman modal asing ditetapkan dan
drlakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instrumen kebijaksanaan

berupa peraturan seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
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2004, Keputusan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor
21/MENKUIN/4/1970.

Badan Koordinasi Penanaman Modal pada awalnya didirikan dengan
Keppres No.20 tahun 1973 sebagaimana diubah dengan Keppres No.183 Tahun
1998, kemudian diubah kembali dengan Keppres No.121 Tahun 1999 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keppres No.122 Tahun 1999 tentang
pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai fungsi-fungsi antara

lain:

a. Penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan penciptaan iklim
usaha sesuai dengan kebijakan umum yang diletapkan,

b.  Pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanan secara lintas
scktoral dan regional serta potensi sumber daya nasional;

¢. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas scria pelayanan teknis dan
bisnis di bidang investasi-:

d. Pelaksanaan kenasama luar negeri di bidang investasi dan

pendayagunaan bantuan teknik luar negen (Ida Bagus Rahimiadi
Supancana, 2006 : 69).

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur secara rinci pedoman dan
tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman
modal asing dan penanaman modal dalam negeri, baik menyangkut permohonan
penanaman modal baru, permohonan perluasan penanaman modal, dan
permohonan perubahan penanaman modal,

Bentuk-bentuk persetujuan dan izin vang diberikan Badan Koordinasi
Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

a. Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPMA/PMDN);

b. Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP);

C. Surat Persetujuan Fasilitas dan izin penanaman modal vang terdiri dari
izin lokasi dan izin Undang-Undang Gungguan, Izn Kega Tenaga
WNA  pendatang/IKTA, Angka Pengenal Impor terbatas (APIT),
surat perselujuan pembebasan bea masuk dan fasilitas perpajakan
latmnya atas impor barang-barang modal, persetujuan  pemberian
fasilitas pajak penghasilan yang ditampung oleh pemerintah untuk
usaha industri tertentu, persetujuan pemberian fasilitas pembebasan
bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong  untuk
keperluan produksi dua tahun pertama berdasarkan kapasitas
lerpasang, lzin Mendmkan Bangunan, dan lzin Usaha Tetap (ida
Bagus Rahmadi Supancana, 2006 - 70).
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Lad

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul :
KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN BADAN  KOORDINASI
PENANAMAN MODAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING DAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI BERDASARKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN
2004
1.2 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan berbagai
permasalahan sebagai berikut:
|. Bagaimanakah implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2004 tentang penvelenggaraan penanaman modal
asing dan penanaman modal dalam negeri di Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi
Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan
penanaman modal dalam negeri?

ek

Apakah faktor-faktor penghambat di dalam penyelenggaraan
penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta
upaya-upaya untuk mengatasinya?
L.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan vang hendak dicapai, yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus,
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagal persyaratan dan
menyelesaikan Program Studi llmu Hukum dan meraih gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember:

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang
telah diperoleh dari perkuliahan berdasarkan praktck vang terjadi
dalam kehidupan masyarakat:

3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan umum dan

almamater tercinta.
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13.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan

dengan obyek studi yang akan dibahas:

1. Untuk mengetahui implementasi Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman
modal asing dan penanaman modal dalam negeri;

2. Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan vang diberikan Badan
Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing
dan penanaman modal dalam negeri;

3. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penghambat di dalam
penyclenggaraan penanaman modal asing dan penanaman modal
dalam negeri serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang
dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji
kebenaran serta menjalankan prosedur dengan benar, sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang
mendekati kesempurnaan tingkat kebenaran optimal. Adapun metode yang
dipergunakan sebagai berikut:
1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatil maka pendekatan
vang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah adalah pendekatan undang-
undang (statute approach) yaitu suatu pendekatan dimana peneliti melakukan
telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
1su hukum yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2005 137}
1.4.2 Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder.

I Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdin dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam

pembuatan perundang-undangan. dan putusan hakim. Diantaranya
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Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeni, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal
Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokuman resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki.
2005 - 41).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan
bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-
konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan-penemuan kemudian
mengumpulkan, mengklasifikasi, membandingkan, menelaah bahan-bahan yang
berkaitan dengan pokok permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 - 195).

1.44 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa bahan hukum scbagai manivestasi pencarian
jawaban atas persoalan yang diangkat, penulis menggunakan metode penalaran
deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor vaitu aturan hukum dan
premis minor yaitu fakta hukum tentang adanya kewenangan vang diberikan
Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan
penanaman modal dalam negeri berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2004.

Hasil penalaran tersebut kemudian ditarik kesimpulan menggunakan
metode  deduktif yaitu menarik kesimpulan vang bersifat umum menuju
pembahasan yang bersifat khusus. Sehingea pada akhimya penulis dapat
memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat
diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 - 206),
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penanaman Modal
2.1.1 Pengertian Penanaman Modal

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang
dikenal, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-
undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia
usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa
perundang-undangan. Dikalangan masyarakat luas, kata investasi memiliki
pengertian yang lebih luas mencakup baik investasi langsung maupun investasi
tak langsung sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada
investasi langsung,

Pasal 1 ayat | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2004 mendefinisikan bahwa -

“Penanaman modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia
dengan menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(PMA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana telah diubah
dalam Undang-Undang Nomor12 Tahun 1970”.

Para ahli sarjana bidang penanaman modal mendefinisikan penanaman
modal berbeda-beda, antara lain -
| Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana (2006 : 2) menyatakan bahwa -
Penanaman modal dapat diartikan schagai suatu kegiatan vang dilakukan baik
oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya uniuk meningkatkan
dan atau mempertahankan nilai modalnya. baik yang berbentuk uang tunai,

peralatan. aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

[

Menurut Todung Mulya Lubis (1992 : 23) menyatakan bahwa -
Penanaman modal kKhususnya Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan

dana/modal segar yang dinvestasikan langsung oleh investor atau penanam

modal asing,
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2.1.2 Jenis-Jenis Penanaman Modal

Pada dasamya, kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan atas dua

kategori besar yaitu sebagai berikut :

1.

bd

Investasi langsung

Investasi langsung pada umumnya merupakan penanaman modal
Jangka panjang yang dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan
patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi
membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi
penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan
teknis dan manejerial;

Invesiasi lak langsung

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal
Jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di
pasar uang. Penanaman modal ini disebut sebagai penanaman modal
Jjangka pendek karena pada umumnya mercka melakukan jual beli saham
dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat terpantung
kepada fluktuasi nilai saham dan atau nilai mata uang yang hendak mereka
perjualbelikan (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006 : 3).

2.2 Penanaman Modal Asing

Z.1.1 Pengertian Penanaman Modai Asing

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing disebutkan bahwa :

“Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah
meliputi penanaman modal asing secara langsung yang diadakan menurut
atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk
menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal
secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”.

Perumusan pasal | Undang-Undang Nomor | Tahun (967 tentang

Penanaman Modal Asing tersebut di atas pada prinsipnya mengandung beberapa

unsur pokok vaitu :

1.
2.
3,

Penanaman modal secara langsung;
Penggunaan modal utuk menjalankan perusahaan di Indonesia;
Resiko yang langsung ditanggung pemilik modal.
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Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing disebutkan bahwa -

Pengertian modal asing dalam undang ini adalah -

a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari

kekayaan devisa Indonesia, yang dengan perselujuan pemerintah
digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia:

Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan dari milik
orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam
wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari
kekayaan Indonesia;

Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini
diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai
perusahaan di Indonesia.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing

Ismail Suny (1967 : 108) mengemukakan bahwa ada tiga macam bentuk

kerja sama antara modal asing dengan modal nasional sesuai dengan pasal 23

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yaitu :

1

(]

Jount Venture diartikan scbagai para pihak tidak membentuk badan hukum

baru akan tetapi suatu kerja sama yang semata-mata bersifat kontraktuil

atau berdasarkan perjanjian kedua belah pihak:

Joint Enterprise merupakan f)cnggahungan modal nasional ke dalam suatu

badan hukum Indonesia: dan

Kontrak Karya diartikan sebagai pihak asing membentuk suatu badan

hukum Indonesia dimana badan hukum Indonesia itu bekerja sama lag

dengan badan hukum Indonesia vang lain.

Menurut Aminuddin llmar (2005 : 61) mengemukakan bahwa penanaman

modal asing yaitu antara lain -

1

Joint Venture

adalah suatu usaha kerja sama vang dilakukan antara penanaman
modal asing dengan modal nasional semata-mata berdasarkan suaty
perjanjian atau kontrak belaka dimana tidak membentuk suatu badan
hukum baru. Sebagai contoh dapat dikemukakan vaitu . adanya
perjanjian kerja sama antara Van Sickel Assosiates Inc. Suatu badan
hukum yang berkedudukan di Delaware Amerika Serikat dengan P
Kalimantan Plywood Factory suatu badan hukum Indonesia untuk
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secara bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerja

sama ini juga biasa disebut dengan “ Contract of Cooperation ™ yang

tidak membentuk suatu badan hukum Indonesia yang dipersyaratkan

dalam pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing;

Bentuk-bentuk Joint Venture menurut Aminuddin Ilmar (2005 : 62)

yaitu antara lain -

a. Technical Assistance
Suatu bentuk usaha kerja sama yang dilakukan antara pihak modal
asing dengan modal nasional sepanjang vang bersangkut paut
dengan skill atau cara kerja misalnya; suatu perusahaan modal
nasional yang ingin memajukan atau meningkatkan produksinya.
Dalam hal demikian, maka dibutuhkan technical assistance dari
perusahaan modal asing di luar negeri dengan cara pembayaran
dalam bentuk royalii yaila petnbayaran sejumlah uang ierientu
yang dapat diambilkan dari penjualan produksi perusahaan yang
bersangkutan.

b. Franchise and Brand Use Agreement
Suatu bentuk usaha kerja sama yang digunakan apabila suatu
perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memproduksi suatu
barang yang telah mempunyai merek terkenal seperti Coca Cola,
Pepsi Cola, Van houten, Mec "Donalds. Kentucky Fried Chicken dan
sebagainya.

¢. Manajemen Contract
Suatu bentuk usaha kerja sama antara pihak modal asing dengan
modal nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan
khususnya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal
asing terhadap suatu perusahaan nasional. Misalnya yang lazim
digunakan dalam pembuatan maupun pengelolaan hotel yang
bertaraf intemasional oleh pihak Indonesia diserahkan kepada
swasta luar negeni seperti, Hilton Internationul Hotel, Mandurin
International Hotel, dan sebagainya.

d. Build, Operation and Transfer (B.0.T)
Suatu bentuk usaha kerja sama vang relatif masih baru dikenal
yang pada pokoknya merupakan suatu kerja sama antara para pihak
dimana suatu obyek dibangun, dikelola atau dioperasikan selama
jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli. Misalnya;
pthak swasta nasional mempunyai gedung atau bangunan
mengadakan kerja sama  dengan  pihak  luar  negeri  untuk
membangun suatu Departement Store ataupun hote! dimana biaya
pembangunan, perencanaan pelaksanaan operasinva dilaksanakan
oleh pihak asing dengan jangka waktu sesuai kerja sama kemudian
diserahkan kepada pihak nasional.

2. Joint Enterprise

Merupakan suatu kerja sama antara penanaman modal asing dengan
penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan
alau badan hukum baru sesuai dengun vang dipersyaratkan dalam pasal
3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing. .Joint Enterprise
merupakan suatu perusahaan terbatas yang modalnya terdiri dari modal
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dengan nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam
valuta asing,

Pada permulazn berlakunya Undang-Undang Nomor | Tahun 1967
tampaknya bentuk-bentuk penanaman modal asing ini yang paling dikehendaki
oleh para pihak khususnya penanam modal asing. Alasan yang mendasari adalah :

a. Setiap usaha di Indonesia memerlukan rupiah untuk pembayaran
barang-barang lebih murah dan mudah diperoleh di Indonesia. Juga
untuk pembayaran gaji pegawai dan lain-lain pengeluaran dibutuhkan
rupiah oleh penanam modal asing;

b. Penanaman modal asing tidak perlu menanam modal dalam bentuk
valuta asing, tetapi modal asing dapat berbentuk mesin-mesin atau lain
hasil produksi penanaman modal asing tersebut. Schingga penanaman
modal asing di Indonesia oleh penanam modal asing itu telah
menghasilkan  efek yang menguntungkan yaitu tidak hanvya dapat
membayangkan memperoleh keuntungan di masa yang datang, akan
fetapi pada saat ini ia diizinkan menggunakan mesin-mesinnya ke
Indonesia dengan bebas bea masuk, maka ia pun telah mengekspor
barang-barang ke luar negeri tanpa membayar pajak impor tersebut:

c. Bisa bekerja sama dengan pengusaha nasional yang telah
berpengalaman, maka penanam modal asing dapat mengecilkan resiko
sekecil mungkin, sebenarnya penanaman modalnya di Indonesia lebih
merupakan pembernian kredit daripada penanaman modal asing yang
langsung seperti yang dipersyaratkan dalam pasal 1 Undang-Undang
Penanaman Modal Asing.

3. Kontrak Karya
Pengertian kontrak karya sebagai suatu bentuk usaha kerja sama antara
penanam modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanam
modal asing membentuk badan hukum yang mengadakan perjanjian
kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal
nastonal. Bentuk kerja sama kontrak karya ini hanya terdapat dalam
perjanjian kerja sama antara badan usaha hukum milik negara

(BUMN) seperti : kontrak karva antara PN Pertamina dengan PT
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Caltex Pacific Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Caltex
International Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat
Dalam kontrak karya ini pengawasan manajemen, marketing, dan
tindakan yang berhubungan dengan pengambilan, pengolahan,
distribusi dan penjualan barang yang diproduksi di Indonesia itu
sepenuhnya ada di tangan pihak asing, dan bahkan boleh
memindahkan hak-haknya kepada seseorang subkontraktor dengan
berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Penanaman Modal dengan Kredit Investasi
Adanya penanaman modal dengan menggunakan kredit investasi
adalah merupakan kebijaksanaan pemerintah pada tahun 1970 dengan
dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan
Industri  Nomor 21/MENKUIN/4/1970 dimana dalam bidang
penanaman modal ternyata kredit luar neperi dan penanaman modal
tidak dapat dipisahkan dengan tegas, oleh karena kredit luar negeri
dapat menjadi penanaman modal asing di dalam negeri. Dalam
kenyataannya tampak bahwa kredit luar negeri via kredit investasi
menjadi modal nasional vang setelah bergantung dengan modal asing
dalam joint venture dapat digolongkan sebagai penanaman modal
asing. Kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kredit investasi
kepada para pengusaha nasional yang kemudian mengadakan kerja
sama dengan penanaman modal asing meskipun jalan vang ditempuh
sangat berbelit-belit. Dalam praktek penanaman modal dengan kredit
investasi ini banyak dilakukan oleh para penanam modal dalam negeri
untuk membiayai setiap proyeknya yang ada di Indonesia.
2.2.3 Bidang Usaha Penanaman Modal Asing
Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing disebutkan bahwa -
|. Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi
modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan Syaral-syarat yang

harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut:
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2. Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah
menyusun rencana-rencana pembangina jangka menengah dan jangka panjang
dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing disebutkan bahwa :

1. Bidang-bidang usaha vang tertutup untuk penanaman modal asing cara
penguasaan penuh adalah bidang-bidang yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak sebagai berikut :

a. pelabuhan-pelabuhan;

b. produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum:
c. telekomunikasi:

d. pelayanan;

e. penerbangan;

f. air minum:

g. kereta api umum:

h. pembangkitan tenaga atom:

1. mass media.

2. Bidang-bidang usaha menduduki peranan penting dalam pertahanan negara
antara lain produksi senjata, mesin, alat-alat peledak , dan peralatan perang
dilarang sama sekali bagi modal asing.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing disebutkan bahwa °

1. Penanaman modal asing di hidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja
sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain vang dapat
dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh
pemerintah.

Realisasi  pengaturan  mengenai penctapan  bidang-bidang usaha
penanaman modal asing dan penetapan prioritasnya oleh pemrintah pertama kali
dilaksanakan melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 6/EK/IN/1969 yamg

pada pokoknya menetapkan bahwa penanaman modal asing diundang dalam :
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menentukan bahwa pemenntah dapat menentukan bidang usaha tertentu dimana

tidak boleh lagi ditanam penanaman modal asing dengan mengingat rencana

pembangunan nasional . Dalam Keppres Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar

Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal ada 3 hal yang diatur yaitu :

[

Pembidangan usaha yang menentukan prioritas; a. bidang usaha yang
dibuka untuk penanaman modal dalam rangka Undang-Undang
Penanaman Modal Dalam Negeri; b. bidang usaha yang dibukadalam
rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing. c. bidang usaha
yang  dibuka di luar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan
Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negen; d. bidang usaha
yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal; ¢. bidang usaha yang
dibuka hanya dengan cukup pendaftaran saja.

Ketentuan mengenai bidang usaha untuk Penanaman Modal Asing
vang berisi ketentuan mengenai bidang usaha yang ditawarkan kepada
penanaman modal. Bidang usaha ini pada dasarnya merupakan bidang
usaha untuk penanaman modal dalam negeri juga, akan tetapi karena
keterbatasan persediaan modal dalam negen dan kesukaran pemasaran
di luar negen tentu untuk sementara masih sulit ditangani oleh swasta
nasional.

Kelentuan mengenai bidang usaha yang dibuka untuk penanaman
modal dalam negeri saja. Hal itu dimaksudkan untuk menghidari
adanya tumpang tindih dalam penanganan dan penawaran yang
berlebihan  yang mengakibatkan sempitnya pasar sehingga
menimbulkan persaingan tidak sehat (Aminuddin Ilmar, 2005 - 84).

Selanjutnya, bidang usaha tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam lima

kelompok sebagai berikut -

a.

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk proyek baru maupun
perluasan dalam rangka penanaman modal asing, penanaman modal
dalam negeri, dan non penanaman modal asing/penanaman modal
dalam negeri kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan pada bidang usaha tersebut maka bidang usaha itu dapat
dibuka. dan produksinya dipasarkan untuk diekspor;

Bidang usaha vang dinyatakan tertutup untuk provek baru kecuali
apabila sekurang-kurangnya 65% produksinya akan diekspor tetapi
bidang usaha tersebut terbuka untuk perluasan tanpa keharusan ekspor;
Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk proyek baru kecuali
apabila sekurang-kurangnya 100% produksinya akan diekspor maka
bidang usaha tersebut dapat dibuka;

Bidang usaha vang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal baik
proyek baru maupun perluasan,

Bidang usaha yang dinyatakan mutlak tertutup untuk provek baru
maupun perluasan dalam rangka penanaman modal asing dan
penanaman modal dalam negeri, non  penanaman  modal
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asing/penanaman modal dalam negen walaupun produksinya akan
diekspor (Aminuddin Ilmar, 2005 : 85).

Memperhatikan lima klasifikasi bidang-bidang usaha penanaman modal
tersebut, tentunya dapat disimpulkan bahwa bidang usaha penanaman modal
khususnya penanaman modal asing yang tidak tercantum dalam daftar lampiran |
bidang usaha berarti terbuka untuk penanaman modal asing dengan tetap
memperhatikan perundang-undangan vang berlaku. Untuk penanaman modal
asing pada dasarnya modal vang ditanamkan tidak boleh lebih kecil dari US$
1.000.000 dan memenuhi salah satu syarat yaitu proyeknya padat karya dengan
Jumlah tenaga kerja langsung sekurang-kurangnya 50 orang, sekurang-kurangnya
65% produksinya akan diekspor dan menghasilkan bahan baku atau bahan
setengah jadi untuk memenuhi kebutuhan industri lain.

Dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1992 yang mencabut Keppres Nomor 23
Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
dengan dasar alasan pertimbangan untuk meningkatkan penanaman modal asing
terbagi atas 2 lampiran yaitu lampiran | terdiri dari bidang usaha penanaman
modal yang tertutup untuk seluruh penanaman modal dan lampiran 1T yang terdiri
dari bidang usaha yang dicadangkan untuk industri/usaha kecil bekerja sama
dengan pengusaha menengah atau besar.

Dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1992 dapat diklasifikasikan bidang
usaha bagi penanaman modal yaitu ;

1. Bidang usaha vang tertutup untuk penanaman modal asing kecuali apabila

memenuhi persyaratan tertentu dengan jumlah 23 bidang usaha;

3

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing kecuali untuk
proyek baru yang sekurang-kurangnya 65% produksinya dickspor atau

perluasan dengan jumlah 5 bidang usaha;

:L.u

Bidang usaha vang tertutup untuk penanaman modal asing baik provek baru
atau perluasan kecuali apabila seluruhnya 100% produksinya dickspor dengan
jumlah 8 bidang usaha;

4. Bidang usaha jasa tertutup untuk penanaman modal asing dengan jumlah 9

bidang usaha:
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5. Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing dan penanaman
modal dalam negeri dengan jumlah 6 bidang usaha.

Dengan kehadiran Keppres tersebut di atas dicabut dengan Keppres
Nomor 54 Tahun 1993 yang semakin mengurangi bidang usaha yang tertutup bagi
penanaman modal asing khususnya untuk perampingan Daftar Negatif Investasi
(DNI) maka pemerintah memutuskan untuk tidak membuka izin bagi penanaman
modal dalam 5 bidang usaha yaitu; jasa kontraktor di bidang pembalakan hutan,
kasino/perjudian, pemanfaatan dan pengusahaan bunga karang, ganja, dan
beberapa produk kimia seperti pentachlorophenol, dichioro diphenyl, trichiore
ethane (DDT), dan lain-lain.

Ditutupnya keenam bidang usaha tersebut untuk kegiatan penanaman
modal karena dapat merusak kelestarian alam, berbahaya bagi kehidupan
masyarakat, dan sebagian dari bidang usaha itu menimbulkan pencemaran
lingkungan berupa bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan sisanya
dimungkinkan untuk dibuka bagi penanaman modal yang baru maupun perluasan
usaha sepanjang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh
masing-masing bidang usaha.

Berdasarkan jumlah bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal
dengan pengecualian beberapa bidang usaha yang memungkinkan untuk
dilaksanakan namun dengan menggunakan beberapa persyaratan tertentu di
antaranya dari segi lokasi . keterkaitan dengan bidang usaha tertentu sekurang-
kurangnya 65% produksi dickspor atau perluasan, apabila seluruhnya 100%
produksinya diekspor. Jadi secara keseluruhan bidang usaha yang tertutup bagi
penanaman modal adalah sebanyak 51 bidang usaha. Hal ini sudah termasuk kecil
bila dibandingkan dengan bidang usaha vang tertutup pada Keppres Nomor 23
Tahun 1991,

2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri
2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Dalam pasal | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman
modal dalam negeri. yang dimaksudkan dengan modal dalam negeri ialah -

1. Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak

dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara-nepara maupun
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swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang
disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang
modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal-pasal
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing,

I~

Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam avat |
terdin atas perorangan dan atau badan hukum vyang didirikan
berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negen
1alah pengguna daripada kekayaan dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak
langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan
undang-undang ini
23.2 Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri disebutkan bahwa
1. Semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta Kegiatan
negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swsta
meliputi  bidang-bidang vang perlu dipelopori atau dirintis oleh
pemenntah;
2. Bidang wusaha negara meliputi terutama bidang-bidang vang
pengusahaannyva wajib dilaksanakan pemerintah.
2.4 Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.4.1 Pengertian Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dalam pasal | ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2004, yvang dimaksud dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah
instansi pemenntah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPMP) sesuai dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981, salah satu
tugasnya adalah meneliti atau menilai permohonan penanaman modal. Selain itu,

bertugas pula memberikan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di

A
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bidang penanaman modal dan menampung masalah-masalah yang timbul dalam
rangka pelaksanaannya.

Dalam pasal 3 Keppres Nomor 33 Tahun 1981 disebutkan bahwa fungsi
Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu :

a. Melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal baik secara

sektoral maupun regional;

b. Merumuskan kebijaksanaan penanaman modal:

¢. Menyusun dan menerbitkan dafiar skala prioritas:

d. Mengarahakan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-

daerah sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional: dan

e. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No,
21/5K/1998 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan
Fasilitas untuk Penanaman Modal oleh Gubernur, adanya kewenangan yang
diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BEKPMP) kepada
Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Badan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang ketua yang
bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ Setiap BPMD
bertugas untuk membantu calon penanam modal utnuk memperoleh izin-izin
setempat seperti 1zin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, serta izin hak-hak atas
tanah seperti Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan (Ida Bagus Rahmadi
Supancana, 2006 : 71).
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang ada, maka kesimpulan
yang dapat diambil penulis adalah :

1.

Lad

Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap
masth relevan digunakan oleh para calon investor asing atau investor
asing namun ada beberapa kelemahan yang terdapat pada butir b dan ¢
pasal 2 Keppres Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap yaitu menimbulkan inkonsistensi
antara sebagai badan promosi atau badan pelayanan persetujuan,
perizinan, fasilitas penanaman modal.

Kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam
negeri adalah membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan
penanaman modal di dacrah-daerah sekaligus sebagai lembaga
pelayanan perizinan penanaman modal dalam hal menyelesaikan
masalah penyediaan tanah atau lokasi, pemberian hak atas tanah,
pembenan izin bangunan, dan izin undang-undang gangguan.
Faktor-faktor penghambat di dalam penyelenggaraan penanaman
modal asing dan penanaman modal dalam negeri yaitu antara lain -

risiko menanam modal;

L2

rentang birokrasi;

L

transparansi dan kepastian hukum;

=~

alih teknologi;
keberadaan infrastruktur vang kurang memadai;

o

£ insentif perpajakan:
g masalah keternagakerjaan vang kompleks;

33

4
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h. adanya ketidakpastian dalam mterpretasi dan implementasi
otonomi daerah;

i. tingkat korupsi yang sangat linggi;

J. tidak berfungsinya sistem hukum:

k. stabilitas politik dan keamamyang relatif rentan;

I rendahnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan
dunia usaha;

m. lemahnya koordinasi kelembagaan:

n. hak-hak atas tanah yang kurang mengakomodasi kepentingan
investor.

Upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu antara lain -

a. peningkatan sumber daya alam yang melimpah;

b. jumlah penduduk vang besar adalah pasar potensial yang
sangat besar;

¢. pemanfaatan letak geografis;

d. jumlah tenaga kerja yang relatif besar:

e. sistem devisa yang terbuka;

f. mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan

penulis adalah :

1.

Dalam melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi sebaiknya
para investor asing alau calon investor asing memahami tugas dan
kewenangan yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal di
dalam penyelenggaraan penanaman modal asing dan penanaman
modal dalam negeri di Indonesia,

Sehaiknya para investor asing atau calon investor asing pada waktu
menanamkan modalnya di  Indonesia terlebih dahulu  harus
mendapatkan izin permohonan penanaman modal dari Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagai badan pelayanan persetujuan,

perizinan, dan fasilitas penanaman modal.
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3. Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di
Indonesia harus berjalan dengan lancar karena akan mendukung
stabilitas pembangunan ckonomi seutuhnya dan faktor-fakior
penghambat di dalam penyelenggaraannya harus cepat diatasi dengan
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR BACAAN

8. Bukuo

Aminuddin llmar, 2005, Hukum Penanaman Modal di Indonesia.
Kencana, Surabaya.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, Kerangka Hukum dan Kebijakan
Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ismail Suny dan Rudiono Rochmat, 1967, Tinjauan dan Pembahasan
UUPMA dan Kredit Luar Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Sumantoro, 1986, Aspek Pengembangan Dunia Usaha di Indonesia, Bina
Cipta, Bandung.

Sunaryati Hartono, 1970, Beberapa Masalah Transnasional Dalam
Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.

Todung Mulya Lubis, 1992, Hukum Fkonomi Sinar Harapan, Jakarta.

Universitas Jember, 2005, Pedoman Penulisan Karya lmiah, UPT
Penerbitan UNEJ, Jember.

Universitas Jember, 2006, Pedoman Penulisan Froposal Penelitian dan
Skripsi, Fakultas Hukum UNEJ, Jember.

b. Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal
Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan
Satu Atap


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN 1

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1963

TENTANG

PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

cl.

b.

]

.

Bahwa kekuatan ckonomi potensil yang
dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa
terdapat banyak di seluruh wilayah tanah
air yang belum diolah untuk dijadikan
kekuatan ekonomi riil, yang anrara lain
discbabkan olch karena ketiadaan modal,

pengaluman, dan teknologis

Bahwa pancasila adalah fandasan idiil dalam
membina sistem ekonomi Indonesia dan yang
senantiasa harus tercermin dalam setiap
kebijaksanaan ekonomis;

Bahwa pembungunan ekonomi berarti
pengolahan kekuatan ekonomi potensil
menjadi kekuatan ekonomi riil melalui
penanaman modal, penggunaan teknologi,
penambahan pengetahuan, peningkatan
ceterampilan, penambahan kemampuan
berorganisasi dan manajemen;

Bahwa penanggulangan  kemerosotan
ckononu serta pembangunan lebih lanjue dar
potensi ekonomi harus didasarkan kepada
kemampuan serta kesanggupan rakyat

Indonesia sendiri:
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S Undimg-undang No. 37 Prp Tahun 1960
tentang Pertambangan dan Undang-undang
No. 44 Tahun 1960 rentarg Pertnmbangn
Minyak dan Gas Bun;

6. Undung-undang No. 32 Tahun 1964 tentang
Peraturan Lalu Lintas Devisa:

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :
Mencetapkan Undang-undang tentang Penanaman Modal
Asing
BAB I
PENGLERTIAN PENANAMAN MCDAL ASING
o
v Pasal |

Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undane
mi hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung
yang dilukukan menurut atau berdasarkan ketencumn-ketrentuan
undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan
perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara

lingsung menanggung risiko dari penanamarn modal tersebur.

Pasal 2

Pengertian modal asing dalam undang-undang ini ialah:

to Aldac pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian
dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan
pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di

Indonesia.

b Alaralae uncuk perusahoan, termasuk penenin-penemuin

dari milik orang asing dun bahan-bahan, yang dimasukkan
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Jari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat
tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-
undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan
untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

BAB 11
BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN,
DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3
Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal | yang dijalankan
untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai
kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan
Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.

Pemerintah menctapkan apakah sesuatu perusahaan
dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar dari

Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-

perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikar

perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah

macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginar

pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunai

Fkonomi Nasional dan Daerah.

(1)

BAB 111
BIDANG USAHA MODAL ASING

. Pasal 5
Pemerintal menetapkan perincian bidang-bidang usaha yar

terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, d:
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Lampiran |

menentukan sysirat-syarat yang haras dipenuln oleh penanam
modal asing dalam tap-uap usaha tersebut.

Permncian menurut urntan prioritas ditetapkan tap kali
pada waktu pemeritah menyusun rencana-rencana
pembangunan jungka menengah dan jangka panjang, dengan

memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Pasal 6

Bickine-bidung usala yang teroitup untuk penanaman modal
asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak
sehagai Lerikut:
1. pelabuhan-pelabuhan;
b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk

umum;
c. telekomunikasi;
. pelayanan;
¢.  penerbangan;
f. alr minum;
o, kereta api umum;
h. pembangkitan tenaga atom;
1. mass media;
Bidang-bidang usaha menduduki peranan penting dalam
pertahanan negara, antara lain produksi senjata, mesin,
alat-alat peledak, dan peralatan perang dilarang sama sekali

bagi modal asing

="

Pasal 7

Selain yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) pemerintah dapat

menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tudak boleh

gt ditunam modal asing.
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Pisul 8
() Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan
padasuatu kerju sama dengan pemerinmabh atas disar kontrak
kaeya san (il etk Liin sesui dengion pernturn

perundangan yane berlaku,

(2)  Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam
bentak Inin dapac dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha

Lain yang akan ditentukan oleh pemerintili.

BAB 1V
TENAGA KERJA

Pasal 9
Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk
" menentukan direks perusahaan-perusalinan Ji mana maodalnya
ditanam.

Pasal 10
Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi
kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan witrga negara Indonesia

kecuali dalam hal-hal tersebut pada Pasal 11.

Pasal 11
Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mendatangkan
dtau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga
ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat
diisi dengan tenaga kerja warga-negara Indonesia.

Pasal 12
Perasahaan-perusahaan modal asing berkewajiban
menyelenggarakan dun/ atau menyediakan fasilicas-fasilitas latilian
dan pendidikan di dalam dun/ aeau di luar negeri secara teratur
dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan cujuan agar
berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapac disanti

oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

b,
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Pasal 13
Pemerintah mengawasi peliaksannnn kerentuan-ketentuun
alam Pasul-pasal 9, 10, 11, dan 12.

BAB V
PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14
Untuk keperluan perusalaan-perusahaan modal asing dapat
diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan
hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku,

BAB VI
KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN
PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15
Kepada perusuhaan-perusahaan modal asing diberikan
kelonggaran-kelonggaran perpajakain dan pungutan lainnya sehagai
berikut:

e Pembebasan dari:

I Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu
tertentu yang tidak melebihi jangka wakiu 5 (lima) tahun
terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi:

2. Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada
pemegang saham, sejaul: laba tersebut diperoleh dalam
Jangka wakru yane tidak melebihi wakru 5 (lima) tahun

dari saar usaha tersebur dimulai berproduksi;

L

Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam Pasal
19 sub a, yang ditinam kembali dalam perusahiann
bersungkutan di lndonesia, unruk Jangka waletu tertentu
yang tidak melebihi jangka waktu 3 (lima) tahun

terhitung dari saat penanaman kembali;
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b.

4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang
perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti
mesin-mesin, alat-alac kerja, atau pesawat-pesawat yang
diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu;

5. Ben Materai Modal atas penempatan modal yang berasal
dari penanaman modal asing;

Keringanan:

I.  Auas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang
proporsional setinggi-tingginya lima puluh per seratus
untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun
sesudal jangka waktu pembebasan sebagai yang
dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut di atas;

2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita
selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada
huruf a jangka 1, dengan keunrungan yang harus
dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut di atas;

3. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas
alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16
Pemberian kelonggaran-kelongpgaran perpajakan dan
pungutan-pungutan lain tersebut dalam Pasal 15 dilakukan
dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.

Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-
pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka
dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan
kelongparan-kelongparan itu kepada sesuatu perusahaan
modal asing yang sangar diperlukan bagi pertumbuhan

ckonomi.

P.asal 17
Pelalksanaan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 dan 16

ditecapkan oleh pemerintah.
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BALD VI
JANGKA WAKTU PENA NAMA N MODAL ASING,
HAK TRANSFER , DAN REPATRIASI

Pasal 18
Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka
waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

(1) Kepada perusahaan modal asing diberrikan hak transfer .

dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang
berlaku unruk:

a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi
pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain
di Indonesia;

b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang
dipekerjakan di Indonesia;

c.  biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;

do - kompensasi dalam hal nesionalisasi;

(2) Pelaksanann transfer ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah;

Pasal 20
Transfer yang bersifat repatriasi modal udak dapat diizinkan
selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-
pungutan lain yang tersebur pada Pasal 15 masih berlaku.

Pelaksanaan lebih lanjur diatur oleh pemerintal..

BAB VIII
NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21
Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nastonalisasi/
pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-

perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi
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hak yang menguasal dun atau mengurus perusahaan yang

bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan

kepentingan negara menghendaki tindakan demikian.

(1)

—
[t
I

Pasal 22
Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada Pasal 21
maka pemerintah wajib memberikan kompensasi/rugi yang
jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua
belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional

yang berlaku,

likalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan
mengenai jumlah, macam , dan cara pembayaran kompensasi
terscbut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya
mengikat kedua belah pihak.

Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh
pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang,
dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-
sama oleh pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX
KERJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL
NASIONAL

Pasal 23
Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing
dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan odal

nasional dengun mengingat kerentuan dalam Pasal 3.

Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha,
Lentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama antara modal asing
dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan
keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-

barang dun jasa-iasa.
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Pasal 24
Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai
hasil kerja sama antara modal asing dan modal nasional tersebut
pada Pasal 23 seeelah dikurangi pajak-pajak seira kewajiban-
kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk
ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan

seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini mengenai

kelonggaran perpajukan dan jaminan terhadap nasionalisasi
maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing
rersebut dalam Pasal 23.

BADB X
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN BAGI
PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26
Perusuhian-perusahaan modal asing wajib mengurus dan
me gendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi

perusahoan dengan tidak merugikan kepentingan negara.

Pasal 27

(1) Perusahaan rersebut pada Pasal 2 vang scluruh maodalnya
adaluh modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi
bagi modal nasional secara efeltif setelah jangka waktu
tertentu dan menurut pertimbangan yang ditetapkan oleh
pemerintih,

(2)  Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini
dilakukan denpan penjualan saham-saham i telub adi
makihasil penjualan tersebut dapat ditranster daliom valuta

asli dari modal ssing yang bersangkutan.
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BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28
(1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang
ini harus ada koordinasi antara badan-badan pemerintah
yang bersangkutar: untuk menjamin kescrasian daripada

kebijaksanaan pemerintah terhadap modal asing.

(2) Cara-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan

ditentukan lebih lanjut oleh pemerintahan.

Pasal 29
Ketentuan-ketentuan undang-undang iri berlaku bagi
penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya
undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru
maupun dalam perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk

menyelenggarakan perluasan dan atau pembaharuan.

BAB XlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAD XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Undang-undanyg ini mulat berluku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
peng-undangan undang-undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

v b
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Diundangkan di Jukarta
Pada tanggal 10 Januart 1967
Sckretaris Negara
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Disalikan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
Presiden Repnblik Indonesia

SUKARNO
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UNDANG-UNDANG NO. 11 TALIUN 1970

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG

NO. ! TAHUN 1967-
TENTANG

PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Bahwa garis besar politik perpajakan negara
dalam menghadapi pembangunan meliputi:
peningkaran tabungan pemerintah melalui
peningkatan  penerimaan, merangsang
tabungan masyarakat, mendorong investasi
dan produksi serta membantu redistribusi
penghaslan ke arah yang lebih seimbang dan
mudah di dalam administrasinya;

Bahwa guna n.eningkatkaan pembangunan
di Indonesia perlu segera diciptakan suatu
liskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha
khususnya bagi penanaman modal:

Bahwa berhubung dengan perubahan-
perubahan yang dilakukan dalam Ordonansi
Pajak Perseroan 1925, maka Undang-undang
No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing perlu disesuaikan dengan perubahan-

perubahan tersebut.
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Mengingat ¢ L Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat
(1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayar (2);
2. Keterapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementiara No, XXITI/MPRS/1966:
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang

Pencinaman Modal Asing.

4. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana
telah diubah dan ditambah, terakhir
dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1970
(Lembaran Negara Tahur 1970 No. 43);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Undang-undang tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-undang No. | Tahun
1967 tentang Penananian Modul Asing.

Pasal 1
Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing diubah dan ditambah sebagai berikut:

[ Pasal 15 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai
berikut:

“Kepadu perusahaan-perusahaan modal asing yang
bergerak di bidang-bidang usaha rermaksud dalam Pasal 5
diberikan kelongparan-kelonggaran perpajakan sebagai
LeTikut:

ke-1 Bea Mareral Modal:

Pembebasan bea materai modal atas penempatan modal

yang berasal dari penanaman modal asing.
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ke-2 Bea Masuk dan Pajak Penjualan:

Pembebasan i keringanan bes masuk dia pembebasan

pijak penjuakan (impor) pada wakou pemasukan barang-

barang perlengkapan tetap ke dalam wilavah Indonesia
seperti mesin-mesin, alat-alat kerja, atau pesawat-pesawat
yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.

Le-3 Bea Ealike Nama:

Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal
untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam
teasi sampai dengan 2 (dua) tahun serelah saat mulai
berproduksi satu dan lain dengan meniperhatikan jenis
usahanya.

ke-4 Pajak Perseroan:
Kelonggaran-kelongparan di bidang Pajak Perseroan:

a. - kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 7
ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925:

b. kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam)
tahun pertama seja% pendirian seperti yang diatur dalam
Pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

. penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh
sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak Perseroan
1925; |

d. perangsang penanaman seperti yang dgiatur dalam Pasal
4b Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

ke-5 Pajak Dividen:

a. Pembebasan Pajak Dividen selama 2 (dua) tahun
terhitung dari saat mulai berproduksi atas bagian laba
yang dibayarkan kepada para pemegang saham, sejauh
dividen tersebut di negara si penerima tidak dikenakan

pajak aras laba atau pendapatan.
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1.

b, Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat diperpanjang

dengan tambahan masa bebas pajak scbagaimana yang

diatur dalam Pasal 16 ayar (2). )

Pasal 16 diubah seluruhnya schingga berbunyi sebagai

berikur:

(1) Kepada badan-badan baru, vang nenanam modalnya

™

di bidang prodaksi yang mendapat prioritas dari
pemerintah, Menteri Keuangan beswenang memberikan
pembebasan Pajak Perseroan untuk jangka wakeu 2 (dua)
talun (masa bebas pajuk) terhitung dari saat perusahaan
tersebut mulai berproduksi.

Menteri Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu

masa bebas pajak termaksud pada ayar (1) pasal ini

dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

1. apabila penanam modal tersebut aapat menambah
dun menghemat devisa negara secara berar,
diberikan tambahan masa bebas pajak | (satu)
taliun;

b, apabila penanaman modal tersebur dilakukan di
luar Jaws, diberikan tambahain masa bebas pajak 1
(satu) tahun;

apabila penanaman modal tersebut memerlukan

]

modal yang besar, karena keperluan membangun
prasarana dan atau menghadapi risiko yang lebih
Lesar dort yang sewajarnya, diberikan tambahan

miasa bebas pajak 1 (satu) tahun;

Selain kelonggaran-kelonggaran porpajakan termaksud
dalam Pasal 15 dan pada ayat (1) Jdan ayat (2) pasal
ini, dengan Peraturan Pemerintuh dapat diberikan
tambahan kelongearan-kelonggaran lain kepada suatu
perusahaan modal asing yoang sangat diperlukan bag

pertumbuhan ekonomi.
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Pasul 17 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pelaksanaan kerentuan-ketentuan dalam Pasal 15 dan

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
Keuangan”.

Pasal 2
Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya
atas permintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-
i>ermohonan untuk penanaman telah diajukan sebelum
undang-undang ini berlaku dan atas itu belum diambil
keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.

Untuk penanaman-penanaman yang telah mendapatkan
fasilitas-fasilitas perpajakan menurut Pasal 16 ayat (2), dapat
ditinjau kembali secara keseluruhan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan baru, apabila untuk itu diajukan
permohonan oleh yang bersangkutan. )

Pasal 3
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 1970 pada tanggal 7 Agustus 1970
wekretaris Negara Presiden Republik Indonesia
ALAMSJAH SOEHARTO

Mayor Jenderal TNT Jenderal TNI
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UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1968

TENTANG

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONISIA,

Menimbang

Bahwa di dalam penyelenggaraan pem-
bangunan ekonomi nasional yang bertujuan
untuk mempertinggi kemak-muran rakyat,
modal merupakan faktor yang sangat penting
dan menentukan;

Bahwa berhubung dengan itu, perlu di-
selenggarakan pemupukan dan pemanfaatan
modal dalam negeri secara rehabilitasi
pembaharuan, perluasan, dan pembangunan
buru dalam bidang produksi barang-barang
dan jasa-iasa;

Bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang
baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan
perangsang bagi para penanaman modal
dalam negeri;

Bahwa di dalam sistem ekonemi nasional yang
idiil, berlandaskan Pancasila, kecuali bidang-
bidang yang dikhususkan bagi usaha negara
di dalam batas-batas keteatuan dan jiwa
Undang-Undang Dasar 1945, terbuka lapang-

an yang luas bagi usaha-usaha swasta;

Bahwa pada dasarnya penibangunan ckonomi

nasional harus disandarkan kepada ke-
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Mengingat

mampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia
ser.diri; '

{ Bahwa dalam pada itu, khususnya dalai
tingkat perkembangan ckonomi dan potensi
nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga
modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang
asing (domestik), sepanjang tidak merugikan
perkembangan ekonomi dan pertumbuhan
golongan pengusaha nasional;

g. Bahwa dalam rangka pemanfaatan modal

dalam negeri yang dimaksudkan itu, selain
diberikan ketentuan-ketentuan perangsang,
perlu ditetapkan pula batas waktu berusaha
bagi perusahaan-perusahaan asing (domestik)
yang menggunakan modal dalam negeri, agar
diperoleh pegangan yang jelas bagi semua
pihak yang berkepentingan sehingga dengan
penibatasan itu tertampung pula jiwa dari
PP 10 taliun 1959.

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27
dan 33 Undang- Undang Dasar 1945 beserta
penjelasannya;

2. Ketcrapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang
Pembaharuan Kebiiaksanaan Landasan
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, dan
Khususnya Pasal 63;

3. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang

penanaman Modal Asing.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong,
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan UNDANG - UNDANG  TENTANG
PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI

BAB 1
PENGERTIAN PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI

Pasal 1
(1) Yang dimaksudkan dengan undang-undang ini dengan
“Modal Dalam Negeri” ialah:

Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk
hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara
maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili
di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan
sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh
ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing.

(2) Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut
dalam ayat (1) pasal ini dapat terdiri atas perorangan danatau
badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang
berlaku di Indonesia.

Pasal 2
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan
“Penanaman Modal Dalam Negeri” ialah:

Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal
1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan
usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-
undang ini.
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BADL 1l
PENGERTIAN PERUSAHAAN NASIONAL DAN
PERUSATIAAN ASING

Pasal 3
(1) Pernsahaonn nasional adalah perusahian yang sekurang-
kueangnya 51 % daripada modal Jdulant negert yang ditanam
di dalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional.
Persertase itu senantiasa hacus ditingkatkan sehingga pada
o] 1 lanuari 1974 menjodi tdak karang el 75 %.
(2) - Perusahaan asing adalah perusahaan yang ridak memenuhi

Lerentuan dalam ayat 1 pasal ini.
l

(3)  Jika usaha yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini
herbentuk perseroan terbatas misa sekurang-kurangnya
persentase tersehut dalam ayat Ldan ivlih saham harus
s N, |

BAL 1l
BIDANG USAHA

Pasal 4
(1) Semua bidung uzaha pada asasnya terbuka bagi swasta.
Kegintan negara yang bersangkutan dengan pembinaan
Bickang usihia sweastamelipani puli bidang-bidang yang perlu

dipelopori atau dirintis aleh pemerintah.

(2)  Bidang usalia negara meliputi terutania bidang-bidang vang

pengusahaannya wajib Jdilaksanakan oleh pemerintal.

BAB IV
[ZIN USAHA

Pasal 5

(1) Ketentuan-ketentuan mengenai izin usaha diatur oleh

pemerintah keeuali yang; diatur oleh undang-undang.

A
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(2) Dalany setiap izin usaha yang Jiberikan kepada perusahaan

asing yang menggunakan modal dalam negeri chtentuLan-__l
jangka waktu bmhkuny’t dcnj__an mengingat Lu[Lntuan—'_ ;

ketentuan Jdidam DBals V

BAB V
BATAS WAKTU BERUSAHA

Pasal 6

Waktu berusaha bagi perusahaan asing baik baru maupun

larna, dibatasi sebagai berikut:

A Dalam bidang perdagangan berakhir pada tanggal 31
Desember 1977.

b.  Dalam bidang industri berakhir pada tanggal 31 Desember
19717.

c.  Dalam bidang-bidang usaha lainnya akan ditentukantlebih
lanjut oleh pemerintah dengan batas wakeu antara 10 dan
“ ;
30 tahun.

Pasai 7
(1) Jikalau jangka waktu berusaha yang ditentukan bagi
perusahaan asing berakhir, maka warga negara asing yang
bersangkutan dapat melanjutkan berusaha dengan jalan
antara lain:

a.  Mengalihkan modalnya k= bidang usaha lain yang batas
waktu berusahanya belum berakhir

b. Mengadakan usaha gabungan denzan perusahaan
nasional. '

(1) Setelah waktu berusaha untuk perusahaan asing
berakhin maka perusahaan atau modal yang dimiliki
oleh warga negara asing yang bersangkutan haru

i : 3
dialibkan kepada warga negara Indonesia.

'-'I:
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(2) Jika setelah dibert peringatan secura tertulis
sekurang-kurangnya dua kali oleh instansi yang
berwenang, warga negara asing yang berkepentingan
Ji dalivm wakoa satu tahun sejalkc l)t:t':lkllil'l‘lyilji]l"lgkill
wakrtu berusaha yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dan Pasal 6, tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka
pemerintah atau instansi yang ditunjuknya berhak
melakukan likuidasi terhadap perusahaan asing yang
bersangkutan. i

Pasal 8

Pemerintah berkewajiban untuk mengambil tindakan-
tindakan dan menyelenggarakan usaha- usaha, agar pada waktunya
perusahaan-perusa-haan nasional dzapat menampung dan
melakukan fungsi dan legiatan-kegiatan perusahaan asing yang
batas waktu berusahanya telah berakhir.

BAB VI
PEMBEBASAN DAN KERINGANAN
PERPAJAKAN

Prsal 9

(1) Modal yang ditanam dalam usaha-usaha rehabilitasi,
pembaharuan, perluasan, dan pembangunan baru di bidang-
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan,
perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana, dan usaha-
usaha produktif lainnya menurut ketentuan pemerintah,
oleh Instansi Pajak tidak diusut asal-usulnya dan tidak
dikenakan pajak.

(2) Kelonggaran tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku untuk
jangka waktu lima tahun dari berlakunya undang-undang

int.

I'. L1
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Pasal 10
Modal yang ditanam dalam usaba-usaha di bidang-bidang
termasuk dalam Pasal 9 ayat (1) dibebaskan dari pengenaan
Pajak Kckayaan.
Deposit dan tanggungan yang disimpan dalam bank
sckurang-kurangnya satu tahun dibebaskan pula dari

eneenaan Pajak Kekayaan.
i &

Pasal 11

Penempatan modal dalam usaha-usaha di bidang-bidang

tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) dibebaskan dari Bea Meterai Modal.

(1)

Pasal 12
Kepada perusahaan-perusahaan yang menanam modal baru
dalam usaha-usaha di bidang termasuk dalam Pasal 9 ayat
(1) diberikan pembebasan dari pengenaan Pajak Perseroan
atas labanya dan kepada para pemegang saham dari
perusahaan termasuk di atas diberikan pembebasan dari
pengenaan pajak Dividen atas bagian laba yang dibayarkan,
untuk jangka waktu dua tahun, terhitung dari saat usaha
termaksud mulai berproduksi.

Apabila penanaman modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini
dapat menambah atau menghemat devisa yang jumlahnya
berarti, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu
tahun.

Apabila penanaman modal tersebut dalaim ayat 1 pasal ini
dilakukan di luar Jawa, diberikan rambazhan pembebasan
pajak untuk satu tahun.

Apabila penanam modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini
memerlukan modal besar, diberikan tambahan pembebasan
pajak untuk satu tahun.

Apabila penanaman modal tersebut dalam zyat 1 pasal ini
dilakukan di bidang prasarana, diberikan tambahan untuk

satu tahun.
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Pasal 13

Pemerintith dapat memberikan keringanan Pajak Perseroan
kepada perusihann-perusabian yanyg berusaha dalam bidang-
bidang yaog mendipat prioritas sesual dengan Rencana

Pembangunan Pemerintah.

Pasal 14
(1) Bawian luba perusahaan yang ditanam (kembali) dalam
usahi-usaha di bidung-bidung tersebut dalam Pusal Y ayat
(1) dikecualikan dalam perhitungan laba yang dikenakan
pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.

(1) Ketentuan termaksud padda ayar I pasal ind hanya berlaku

selama jangka waktu 5 tahun sejak diundangkannya undang- -

undang ini. Perpanjangan waktu terseburt diatur oleh Menteri
Keuangan,

(3) Bagi perusahaan-perusahaen yang memperoleh pembebasan
duri pengenaan Pajak Perseroan atau Pajak Pendapatan,
baik berdasarkan Pasal 12 Undang-undang No. 27 Tahun
1964, ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku selama
jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya pembebasan dari
pengenaan Pajak Perseroan atau pajak pendapatan te rsebut

di aras. Perpanjangan jangka waktu tersebut diatur olehs

Menteri Keuangan,

Pasal 15
Pengimporan barang-barang modal (termasuk alat-alatdan
perlengkapan) yang diperlukan untuk usaha-usaha pembangunan
baru dan rehabilitasi dalam bidang-bidang tersebut dalam Pasal 9

ayat (1) dapat diberikun keringanan-keringanan Bea masuk.

Pasal 16
Terhudap modal dalam negeri yang dimiliki oleh negara dan
atau swasta nasional yang bekerja sama dengan modal asing seperti
Jimaksud dalam undang-undang No. | Tahun 1967 dalam usaha
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}::||H||:;:.|;| herkaku !@L'lt#Hg;_;.'ll".ll'hkk‘.li.111;;34;1t';lﬂf”'licl‘ii‘t;__[;lﬂ[ll‘h
keringanan yung ditetapkan dalam Bab VI undang-undang

tersebur, sertan Pasad-pasal 9 dan 10 dir undang-undang ini.

[Zasart 17
Peliksimom dart ketenruan-ketentuin yang dimaksud dalam
Pasid 92 iy (1) o (2), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal
L2 ayat (1) sampai dengan (5), Pasal 13, Pasal 14 ayat {1) sampai
dengan ayar (3), Pasal 15, dan Pasal 16 dilakukan oleh Menteri

KULI.’IHE.‘]H. N

BAB VII
TENAGA KERJA

Pasal 18
Pemilik modal mempunyai wewenang sepenulinya untuk

menentukan direksi perusahaan di mana modalnya ditanam.

Pasal 19
Perusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing, wajib
menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila
jubatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga
bangsa Indonesia, dalam hal mana dapat digunakan tenaga ahli
warga negara asing satu dan lain menurut kerentuan pemerintah.
| enggunaan renaga kerja warga negara asing penduduk Indonesia

harus memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah.

Pasal 20
crusahaan-perusahaan, baik nasional maupun asing,
with menyelenegara-kan dun atau menyediakun lassilitas-Tasilitas
Latiban dun pendidikan bila dipandang perlu oleh pemerintah.

J)

: BAB VIII
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN
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Pasal 21
Perubahan pemilikan modal dari perusahaan nasional yang
mengakibatkan kurang dari persentase modalnya yang disebut
dalam Pasal 3 ayar (1) merupakan milik negara dan atan swasta
nasional, wajib dilaporkan kepada instansi yang memberikan izin

usaha.

Jika hal ini tidak dilaporkan dalam waktu tiga bulan, maka
izin usahanya dicabut. '

Pasal 22
Perusahaan-perusahaan, nasional maupun asing, wajib
memenuhi ketentuan pendafiaran yang ditentukan oleh
pemerintah,

BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 23

(1) Perusahaan asing tidak diperkenankan mengadakan usaha |

gabungan dengan modal asing seperti dimaksud dalam
undang-undang No. 1 Tahun 1967.

(2) Terhadap modal dalam negeri yang dimiliki orang asing yang
berdomisili di luar Indonesia, berlaku peraturan-peraturan
dan ketentuan-ketentuan yang ada sebelum berlakunya
undang-undang ini.

Pasul 24
Pada saat berlakunya Undang-undang ini tidak berrlaku lagi:

a.  Undang-undang No. 26 Tahun 1964 tentang Pemberian

Perangsang Penanaman Modal;

b.  Undang-undang No. 27 Tahun 1964 tentang Pemberian
Pembebasan Pajak Perseroan Pajak Pendapatan;

c.  Semuaketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan

yang berten-tangan dengan apa yang ditentukan dalam
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widang-undingg ing, kecuali ketentuan seperti tercantum
dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Hal-hal yang belum atau belum ccukup diatur dalam undang-

undang ini akan diacur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Undang-undang ini muiai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinyz memerintahkan

peng-undangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jukarta Disahkan di Jukarta

Pada tanggal 3 juli 1968

Pada tanggal 3 Juli 1968

Sckretarts Negara R Presiden Republik Indonesia

ALAMSYAH SOEIHARTO

ayor Jenderal Jenderal TNI


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- LAMPIRANIV

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004
- TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBA
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 120 TAHUN 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong
tumbuhan ekonomi melalui peningk:
investasi, dipandang p2riu mempermt
pelayanan investasi melalui sistem pelay:
satu atap;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan seb:
mana dimaksud dalam huruf a, dipan«
perlu mengubah Keputusan Presiden N
33 Tahun 1981 tentang Badan Koord
Penanaman Modal sebagaimana 1
beberapa kali diubah terakhir dei
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun |

Mengingat @ 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar |

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun
tentang Penanaman Modal Asing (
baran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 1, Tambahan Lembaran N
Nomor 2818) sebagaimana telah di

dengan Undang-undang Nomor 1171
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1970 (Lembaran Negara Republik Ind
vihiun 1970 Nomor 46, Tambaban Len
Negaria Nomor 2943);

Undang-undang Nomor ¢ Tahun
tentuny Peannaman Modual Dalam 1
(Lembaran Negara Republik Indonesia
1968 Nomaor 33, Tambahan Lem
Newarn Nomor 25853) sebagainian
Jiobah dengan Undungz-tndang Not
Tohun 1970 (Lembaran Negara Re
Inddonesia Tahwan 1970 Nomor 47, Tan
Lembiran Negara Nomor 2944);

Undang-undang Nomor 22 Tahw
tentanyg Pemerintahan Dacrah (Lew
Negara Republik Indonesia Taiun
Nomor 60, Tambahan Lemburan |
Numor 3839);

Undung-undang Nomor 25 Tahu
tentang Perimbangan Keuorean At
dunn Daerahy (Lembaran Negara R
Indonesia Talwany 1992 Momor 60, T
Lembaran Negara Nomor 3848},

Perturan Pemerintph Nomor 35
2000 tentany Kewenanean Penn
Jdun Kewenungin Provinss sehgiii
Oronone (Lembaran Nogora R
Dadonestn Tabiun 2000 Nomaor 34, ]

Lamilein Nevara Nomor 39325

0y

Keputusan Presiden Nooor 33 Ll
tentane Badnn Koordinasi Peninama
(Lembaran Newara Republik Indones:

1951 Nomwr 135);
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Litmpira

S Keputusan Presiden Nomor 97 Tah
1993 tenrang Tata Carn Penaninniin Mo
Sebagaimana ‘Telah Diubah Beberapa K
Terakhir dengan Keputusan Presiden Non

L Tl 1999

MEMUTUSKAN ;

Monetapian KEPUTUSAN PRESIDEN TENTA}
PERUBAHAN ATAS KEPUTUS;
PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN !
TENTANG BADAN KOORDIN/
PENANAMAN MODAL SEBAGAIMA'
TELAIT BEBERAPA KALlI DIUBA
TERAKHIR DENGAN KEPUTUS,
PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 19t

Pil.‘i;]] f
Beberupn kerentuan dalam Keputusan Presiden Nomos
Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanamun Mo,
sebagaimana celah beberapa kali diubah, terakhic den
Keourtusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 diubah, seb:
b ks
Lo Rewentuan Pasal 21A dikapus:
Lo Retentuan Pasal 21 B dibagiuss dan

oo Ketentunn Pasal Z6B dihapus:

Pasal []

Reputusan presiden int mulai berluku pada tanggal ditetapkun.
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ik im Penanemman Maodal Ji Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2004
PRESIDEN REPULLIK INDONIE

i
MEGAWATT SOEKARNO PUYT
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LAMPIRAN V/

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka meningkack
efektivitan dalam menarik inves:
untuk melakukan investasi di Indones
memandang perlu untuk menyederhanak
sistem pelayanan penyelengaaraan pelayan
modal dengan metode pelayanan satu at

b. Bahwa dengan telah dindangkannya Undai
undang Nomor 22 Tahun 1999 tenta
pemerintahan Daerah dan Peratur
pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tenta
Kewenangan Pemerintah dan Kewenang
Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu @
kejelasan prosedur pelayanan Penanam
Modal Asing dan Penanaman Modal Dal:
Negeri;

¢. Bahwa untuk itu perlu menetapk
Keputusan presiden tentang Penyele: 1
garaan Penanaman Modal dalam Rang
Penanaman Modal Asing dan Penanam
Modal Dalam Negeri Melalui Sist
Pelayanan Satu Atap.
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Mengingat

. 1. Pasul 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
.; 2. Undang-undang Nomor | Tahun 196?

LW )

0.

entmg Penamamnnn Modal Asing: (Lembaran
Newara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2813), sebagaimana telah diubah
dengan Undangsundang Nomor 11 Tahun
1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘lalun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2943);

- Undung-undang Nomor 6 Tahun 1968

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(Lembaran Negara Republik Indone-ia Tahun
1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nonior 2853) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tamoahan
Lembaran Negara Nomor 2944);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

rentang Perimbangan Keuangan Antar
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Newara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 35848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahwua 2000
tentany  Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinst sebagai Dacrah

-
.

y
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Lampiran V

Ouonom, Lembarun Negara  Republik
Indonesin Nomar 54, Tambahinn Lembaran
Negara Nomor 3952); +

. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 19 81

tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Lembaran Negar.. Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 155) Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan
KReputusan eesiden Nomor 28 talhwun 2004;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG
PENYELENG GARAAN PENANAMAN
MODAL DALAM RANGKA PENA-
NAMAN MODAL ASING DAN PENA-
NAMAN MODAL DALAM NEGERI
MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU
ATAP

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dk Keputusan Presiden tni yang dimaksud dengan:

N Penanaman Modal adalah kegintan untuk menjalankan

usitha di Indonesia dengan menanam modal secara langsung
dalam vangka pelaksanann Undang-undang Nomor 1 Tahun
1967 tenitang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana
telah dinhah dengan Undang-undang Nomor 11 Tabun 1970,
dan Undang-undang Noinor 6 Tahun 1968 tentang
Penanamun Modal Dalum Negeri (PMDN) schagaimang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970,
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%

3.

4.

3

Badan Koordinasi Penaraman Modal (BKPM) adalah
instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman
mondad datom r.uu,k.t PMA dan PMfJN

Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang
diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang
berlaku pula sebagai Persetujuan Pririsip fasilitas fiskal dan
Persetujuan Prinsip/lzin Usaha Sementara sampai dengan
memperoleh lzin Usaha Tetap.

Perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman 1 wodal adalah
izin-izin yang diperlukan untuk pelaksanaan lebih lanjut
atas Surut Persetujuan Penanaman Modal.

Sistem Pelayanan Satu Atup adalah suatu sistem pelayanan
pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan
pelaksanaannya pada satu instansi pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

BAB I
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2
l-}h rhim T RN . 1.-[ i & l'-' P e *'d.—
ciyclengparan penandaman modal terdirt atas odang-

bidang:

il

at

.

=

Kebijukan dan perencanaan pengembangan penanaman
modal;

Promosi dan kerja sama penanaman modal;

Pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman
modal;

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

Fengeloman sistem informasi penanaman modal.
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Pasal 3

Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman
modal sebagaimana dimaksud dal.m Posal 2 hurufe da'am rangka
PMA dan 'MIN diliksanakan olcli BKIPM. bedusarkan
pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pe-
merintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha
penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan
satu atap.

Pasal 4
Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan
dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf ¢ kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

Pasal 5
Sistem peluyanan satu atap sebagaimana dimaksud pada Pasai
3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh BKPM sesuai dergan Keputusan
presiden Nomor 33 Tahur 1981 tentang Badan Koordinasi
Penanaman Madal sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah,
Terakhir Dengan Keputusan Pres‘den Nomor 28 Tahun 2004.

Paszl 6
Kepula BRPM dulam melaksanakan sistem

:layanan satu
isaha

atap berkoordinasi densan instansi yang membi
penanaman me fal,

Pasal 7

Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan

persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai

peraturan perundang-undangan, oleh BKPM diserahkan kepada
instansi yang membidangi vsaha peranaman modal.
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